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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku 

yang berjudul Pengantar Ilmu Politik ini telah dapat di terbitkan untuk 

dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Pengantar Ilmu Politik, 

mengantarkan para pelajar pada pemahaman dasar ilmu politik, sehingga 

para pelajar memahami pengertian dasar, konsep dasar, ruang lingkup 

bahasan, mendefinisikan peristiwa politik, dan memahami manfaat 

pembelajaran ilmu politik. 

Dimulai dari pemahaman umum, apa itu Politik, para pelajar diajak 

untuk berpikir tentang hakikat ilmu politik, manusia, yang dalam 

keseharian kehidupannya, tak lepas dari peristiwa politik, mereka terlibat 

langsung dalam kegiatan politik. Karena itulah, tidak ada alasan untuk 

tidak belajar ilmu politik. Dalam pemahaman berikutnya, para pelajar 

diajak berpikir dan mendiskusikan, apa itu Ilmu Politik, apa saja yang 

dipelajari, mengapa ilmu politik Ada, bagaimana Ilmu Politik Dibangun. 

Pembahasan berlanjut, dari hal-hal yang biasa diamati mahasiswa sehari-

hari, yang dapat dikategorikan dan didefinisikan sebagai kegiatan dan 

peristiwa politik, yakni yang kira-kira dapat dianggap sebagai Objek Kajian 

ilmu politik (landasan Ontologis ilmu politik), ke hal-hal yang bersifat 

substansial dari mana dan bagaimana ilmu politik Dibangun (landasan 

Epistemologis ilmu politik). Disinilah para pelajar dikenalkan dengan dasar-

dasar Filsafat Politik, Pemikiran Politik, Ideologi. 

Politik, dan mendiskusikannya serta menariknya ke ranah kontekstual 

kekinian, yakni tentang bagaimana kira-kira filsafat, pemikiran dan 

ideologi dan teori politik tersebut dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa 

politik. 

Dalam kaitan ini para pelajar juga diperkenalkan pada Pendekatan 

yang digunakan untuk mempelajari ilmu politik, Konsep Dasar ilmu politik 

dan Asumsi Dasar ilmu politik. Dilanjutkan dengan membahas sub-sub 

materi bahasan ilmu politik, seperti: negara, pemerintahan, birokrasi, 
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kebijakan publik, civil society, sistem kepartaian, pemilu, kepemimpinan 

politik, konflik, perilaku, partisipasi politik, sistem politik, pembangunan 

politik, politik global, hubungan internasional, para pelajar diajak dalam 

pemikiran tentang manfaat pembelajaran ilmu politik, hingga secara 

aplikatif-kontekstual. Inilah landasan Aksiologis ilmu politik. Ilmu politik 

bukanlah ilmu yang berhenti di angkasa, melainkan merupakan Ilmu yang 

dilandaskan atas Metode ilmiah, dan dapat digunakan. Menilik keluasan 

spektrum kajian ilmu politik, para pelajar dipersilakan untuk mencoba 

memikirkan dan mencontohkan jangkauan peristiwa, kajian ilmu politik, 

yang kemudian disinkronkan dengan metode brainstorming dan diskusi, 

untuk dideskripsikan secara sistematis, ke dalam beberapa pembahasan 

kelas. 

Oleh karena itu buku yang berjudul Pengantar Ilmu Politik ini hadir 

sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pengantar 

Ilmu Politik. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini 

terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena 

sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami 

dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan 

saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan 

sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

di Indonesia, khususnya terkait Pengantar Ilmu Politik. 
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LEGISLATIF DAN  
PEMILIHAN UMUM 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Berbagai sistem dan metode diterapkan dalam proses pemilihan 

umum (pemilu) di berbagai negara di seluruh dunia. Pemilu melalui 

pemungutan suara dilakukan sebagai bentuk dari keikutsertaan rakyat 

untuk menentukan pemerintahan dan sebagai bagian dari proses 

demokrasi. Sistem atau metode yang diterapkan di dalam pemilu 

berkaitan erat dengan sistem politik dan pemerintahan yang dianut oleh 

setiap negara. Selain, perbedaan yang timbul dalam sistem atau metode 

pemilu juga dipengaruhi oleh persebaran dan jumlah penduduk serta 

bentang alam. Selain itu, di beberapa negara pemilihan umum tidak hanya 

digunakan untuk memilih anggota legislatif, tetapi juga menentukan 

kepala negara dan kepala pemerintahan.  

Menurut penjelasan yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

secara garis besar ada 3 sistem pemilu yang diterapkan di dunia, yaitu 

Sistem Pluralitas atau Mayoritas, Sistem Proporsional, dan Sistem 

Campuran.  

1. Sistem Pluralitas/Mayoritas (Plurality/Majority System)  

Cara ini disebut juga sistem distrik. Dalam sistem pluralitas, wilayah 

negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar 

atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali 

pada varian Block Vote dan Party Block Vote. Kandidat yang memiliki suara 

terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Varian dari 
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